
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 2 TAHUN 2003 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKCTA JAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2003 

DENGAN RAHLVIAT TITHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBLTKOTA JAKARTA, 

..enimbang 

v.tengingat 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus 1bukota 
Jakarta Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai 
dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah d.engan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

3. Undang-undang Nomor 2.1 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tmtang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Aniara 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Propinsi Daerah 
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Progam Pembangunan 
Nasional (Propenas) Tahun 2000 • 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) 



8. Peraturan Pernerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 201, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4021); 

9. .Peraturan Pernerintah Nornor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia. 
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang PengeIolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekosentrasii dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tah.un 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negaral ,̀Tomor 4024); 

12. Peraturan Pernerintah Nornor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanfflmgjawa.ban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan K.euangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nornor 206, Tambahan Lembaran Negara. Nornor 4026); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pernbagian Hasii 
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah.  Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 4034); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran. 
- Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4138); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran .Negara Nomor 4139); 

17. Keputusan Menteri Dalam Neger1 Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanaoungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anaoaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

18. Peraturan Daerah Propins1Daerah Kikusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1.999 
tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah K_husus 
Ibukota Jakarta Tahun 1.999 Nomor 27); 

19, Peraturan Daerah. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun. 2001 
tentang Bentuk Susuna.n Organisasi dan Tata. Kerja Perangkat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah. Kbusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 
Nomor 66); 
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20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 200/ 
tentang Pokok-pokok Pengelola.an  Keuangan Daerah. Lernbaran Daerah Propinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92); 

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus roukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2002 
tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi. Daerah Khusus Ibukota. 
Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 
Nomor 161), 

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun. 2002 
tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
Tahun 2002 Nomor 162); 

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Klutsu.s Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 
tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria Tahun 
2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 
2002 Nomor 163), 

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Notnor 1 Tahun 2003 
tentang Reneana Pembanguan Tahunan Daerah Propinsi Daerah. Khusus ibukota 
Jakarta Tahun 2003 (Lembaratt Daerah Propinsi Da.erah Khusus Ibukota. Jakarta 
Tahun 2003 Nomor 1), 

23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota 
Jakarta Nomor 35 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata, Tertib Dewan Perwakilan 
P.akyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota. Jakarta. 

Memperhatik an 	Pokok-pokok Pikiran dan Aspirasi Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. terhadap Penyusunan Rancangan Nota 
Keuangan dan Rarteartgart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Khusus rbukota Jakarta Tahun Anggaran 2003; 

2. Risalah Rapat-rapat Paripuma Dewan Perwalailan Rakyat Daera.h. Propinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta khususnya mengenai laporan komisi-komisi dan kata akhir 
fraksi—fraksi. terhadap Rancangan Peraturan Daerah. tentang Anggaran Pendapata.n 
alan Beianja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota. Jakarta Tahun Anggaran 
2003. 

Dengatt Perseatjuan 

DEWAD,i PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROPINSI DAERATI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

MEMUTITSKAIN 

Menetapkan 	PEI-ZATI~ DAERAH PRGPINSI DAERAH KHUSITS IBU KOTA 
JAKARTA TENTANG ANGGARaN PENWXATAN DAN BEIANJA 
DAERAII PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 
ANGGAPJ-XN 2003. 



Pasal 1 

.Angjaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus 1bukot,? fakarta 
Tahun Anggaran 2003 terdiri dari : 

L Pendapatan : 
1.1.Pendapatan 

Asii Daerah 	Rp 4.661.726.742.000,00 
1.2.Dan.a Peritn- 

bangan 	Rp 4.261.637.831.000,00 
1.3.Lain-1ain Pen-

dapatan Dae- 
rah Yang Sah Rp 	 0,00 

Rp 	8.923.364.573.000,00 

(Delapan tiiliun sembila.n ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat 
juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) 

2. Belanja : 

• 	
.Beianja Admi- 
nistrasi Umum Rp 3.823.153.776.354,66 

2.2.Belanja Ope- 
rasi, 	Penieli- 
haraan Sarana 
dan Prasarana 
Publik 	Rp 3.762. 914.677.747,34 

2.3.Belanja Modal Rp 2.922. 640.921.221,00 

2.4.Belanja Trans- 
fer 
	

Rp 	403. 093.737.000,00 

2.5.Belanja Tidak 
Tersangka 	Rp 
	

74.183.004.827,00 
Rp 	10.985.986.117.150,00 

Suiplus,Defisit Anggaran (I-11) 	 Rp 	(2.06:2.621.544,150,00) 

(Dua ti1iun enam puluh dua miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus empat 
puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) 

3. Pembiayaan 

3.1.Sumber Penerimaan Daerah 
	

Rp 	2.15. 2.593.268,000,00 

3.2.Sumber Pengeluaran Daerah 
	

Rp 	89.971.723.850,00 

Rp 	2.062.621.544.150,00 

(Dua triliun enam puluh dua miiiar enam ratus dua puluth satu juta lima ratus empat 
puluh empat ribu seratus iirna puluh rupiah) 



as 2 

Dana Cadangan Daerah 

Dana Cadangan.Daerah sebesar Rp750.792,016.182,82 (Tujuh ratus lima. puluh miliar 

tujuh ratus sembilan puluh dua juta enarn belas ribu seratus delapan puluh dua. rupiah 
delapan puluh dua sen). 

Pasai 3 

Utarig Daerah sebesar Rp560.667.204.000,00 (Litria .ratus enam puluh. miliar enam ratus 
enam puluh tujuln juta dua ratus empat ribu rupiah). 

Pasa 4 

(1) P,ingkasan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Poukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tereantum dalam Lampiran 
(A.1) Peraturan Daerah ini. 

(2) Pincian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi. Daerah Khusus ibukota 
Jakarta sebagairnana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 11 (.4.1111) 
Peraturan Daerah ini. 

(3) Rincian lebih laqjut Anggaran Belanja Da.erah Propinsi Daerah Khusus ibukota 
Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam. Lampiran (A...112) 
Peraturan Daerah 

(4) Rekapitula,si Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi. Daerah Khusus 
1bukota jakarta sebagairnana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 111 
(A.M) Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5 

Posisi Dana Cadangan Daerah sebagairnana dimaksud daiam Pasal 2 tercantum 
dalam Lampiran FV (A..FV) Peraturan Daerah 

Pasal 6 

Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 tercantum dalam Lampiran 
(A.V) Peraturan Daerah 

Pasal 7 

Daftar pegawai per golongan dan per jabatan, tercanturn. dalam Lampiran Vi A.V.T.) 
Peraturan Daerah 

Pasa1 8 

Lampiran-larnpiran sebagaimana dimaksud daatri Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 rnerupakan 
bagian yang tidak ternisahkan dari Peraturan Daerah 
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Pasal 9 

Pergeseran anggaran dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu keatan. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini diber1akukan mulai awal Tahun AnOEaaran 2003. 

Agar setiap orang dapat tn.engetahuinya, memerintahkan pengundangan peratunm 
daerah iril dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada. tanggal 31 Janu.ari 200 3 

VSUBERNUR PROP1NSI DAERAH KHUSUS 
MUKOTA JAKARTA, 

SUTIYOSO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Fehruari. 200 3 

SEKRET.kRIS DAERAH PP iI INSI DAERAH KHUSUS • 
MUKOTi KARTA, 

	

H. ITQL. 	SMAYA 

	

NIP. 1. 	1657 

LElviBAR.}-‘3.4 DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS MUKOTA JAKARTA TAHUN 200 3 
NOMOR 5 
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